KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Revisi tidak Menjawab Substansi
: Senin, 07 Februari 2022
: Media Indonesia

Revist idak Meniva Substansi

Langkah yang diambil DPR dengan
merevist UU PPP sama sekali tidak
menjawab permintaan MK. Upaya itu
sangat tidak relevan dan sekadar

akal-akalan politis,

AnoHK Prasenvo
andhiko@medlioindonesia.com

ENGAMAT kebijak-

an publik Trubus

Rahadiansyah melihat

adakensolidasiantara
pemerintah dan DPR untuk
mempertahankan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja separti apa
adanya sekarang ini.

Mereka enggan menjalankan
amar putusan Mahkamzh Kon-
stitus} (M) untuk memperhaiki
peraturar. perundangan terse-
but dan justru mengubah Un-
dang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Per-
aturan Perundang-undangan
(PPP) yang sejatinya tidak ada
korelasi dengan putusan MK,

“Mereka ingin UU Cipta Ker-
Ja tidak diutak-atik makanya
yang direvisi malah UU PP,
Kalau mengubah UU PP, jad
tidak perlu merevisi UU Cipta
Kerja-nya. Saya melihat ke-
cenderungannya ke sana,” ujar

Trubus, kemarin.

Ia menjelaskan langkah
yang diambil DPR dengan
merevisi UU PPP sama sekali
tidak menjawab permintzan
MK Upaya itu sangat tidak
relevan dan sekadar akal-
akalan politis. Sebetulnya,
tanpa mengubah UU PPR,jelas
Trubus, DPR dan pemeriniah
bisa langsung memperhaiki
UU Cipta Kerje, Pasalnya, salah
satu poin krusial yang diper-
masalahkan MK falah terkait
dengan parcsipasi publix yang
sangat minim.

Delar proses persidangan,
pembentuk undang-undang
tidak memberikan ruang
yang luas kepada masyarakat,
Sekalipun telah dileksanakan
berbagai pertemuan dengan
herhagai kelompok, itu helum
membahas naskah akademik
danmateriperubshenundang-
undang. Publik yang terlibat
pun tidek mengetahui apa
materi perubanan undang-un-
dang yang akan digabungkan
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dalam UU 11/2020.

“Masalahnya.di situ. Jadi,
ya, tinggal undang lagi ma-
syarakat, para pakar di hidang
masing-masing klaster di UL
Cipta Kerja, Beri mereka ruang
yang hanyak. Tapi sepertinya
DPR tidak mau melakukan
halitu dan mencari cara lain,”
lerangnya.

la Khawatir jika hal tersebut
terus dibiarken, iklim investast
diTanah Airakan terganggu ka-

rena pata penanam modaldan
pelaku usaha dibuat bingung
dengan sikap pemerintah dan
DPR. Pasalnya, sehagzimena
putusan MK, ditegaskan hahwa
UU Cipta Kerja tidak mempu-
nyai ketentuan hukum yang
mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai dan
tidak dilakuken perbaikan.
“Seya khawatir UU Cipta
Kerja malah meniah dengan
sendirinya. Misalnya, dalam

mengatur pengupanan, pengu-
saha nanti kembali merujuk
pada UU 13 Tahun 2003 ter-
ang Ketenagakerjaan karena
takut untuk mengikuti UU
Cipta Kerja," ungkap dosen di
Falkultas Hukum Trisakti itu,
Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Lacly menegaskan
pemerintah dan DPR meng-
hormati, mematuhi, dzn akan
melaksanakan putusan MK
atas UU Cipta Kerja dengan

sebaik-haiknya.

Menurutnya, ada tiga poin
dalam putusan MK yang
perlu dirindaklanjuti, yaitu
pembentuk LU diperintah-
kan untuk mengakomodasi
metode omnibus law dalam
perubahan Undang-Undang
Nomer 12 Tahun 2011 ten-
tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Kemu-
dian, secara prosedural, proses
pembentukan UU Cipta Kerja
harus diperbaiki dalam waktu
dua tahun sejak putusan MK
diucapkan. Terakhir, perme-
rintah harus menangguhkan
segala kebijakan/tindakan
strategis yang didesarkan pada
UU Cipte Kerja.

“Sebagai negara demokrasi
yang herdasarkan hukum, pe-
merintah menghormati dan
segera meleksanakan putusan
MK, Tru akan dilakuken peme-
rintahuntuk menjaminadanga
kepastian hukum bagi pelak-
sanaan investasi hak domes-
tik maupun asing yang telah
herkomitmen untuk melaku-
kan investas setelah terbitnya
UU CiptaKerjaNomor 11 Tahun
2020,"jelas Yasorna.

Menentang MK

Direktur Pusat Studi
Konstitusi (Pusako) Faxultas
Hukum Universitas Andalas

Teri Amsari menuturkan, dari
sembilan poin amat putusen
MK nomor 91/PUL-XVIII/2020.
tidak satu pun ada perinteh
untuk memperbaiki Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Pera-
turan Perundang-undangar.
Mahkamah memerintahkan
adanya perbaikan UU Cipta
Kerja dengan mematuhi ke-
rentuan yang ada dalam UU
122011,

“I1ka yang diperhaiki UUNo

22011, tentusajaitu menen-
tang putusan MK, Menentang
nutusan MK sama saja mele-
wan kenstitusi,” ujar Fer ke-
tka dihubungi, kemarin,

la menuturkan, keputusen
DER yang justru merevisi
UU No 12/2011 dengan tu-
juan mengesahkan UU Cipta
Kerja merupakan langkah
Inkonstitusional. Jadi, DPR
dan pemerintah melawan
sehendak putusan MK, Feri
menyampaikan MK meme-
rinahkan adanya perbaiken
nrosedur dalam pembentukan
UU Cipta Kerja dalam ujt for-
mal UU tersehuc.

Proseduryang hendak diper-
Dakiitujuga berkaitan dengan
materi muatan atau isi pasal-
pasal dalam UU Cipta Kerja.
Selainitu, MK memerintahkan
nrosedur perhadkan UU Cipta
Kerja melibatkan partisipasi
nublkdan keterhukaan delam
pembahasan. Artinya, ujar
Feri, ada maszlah dari segi
materi UU Cipta Kerje, bukan
hanya prosedurnya. (Ind/P-1)
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